PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 5 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN

Menimbang

Mengingat

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT

SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Bank

Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan dalam pemberdayaan
ekonomi rakyat, khususnya bantuan permodalan usaha mikro, kecil
dan koperasi serta meningkatkan daya saing terhadap dunia
perbankan, perlu menambah jumlah penyertaan modal
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT Bank Perkreditan
Rakyat Sumatera Selatan ;

. bahwa sesuai dengan akte pendirian nama PT Bank Perkreditan

Rakyat Sumatera Selatan adalah PT Bank Perkreditan Rakyat
Sriwijaya Prima Dana untuk itu perlu dilakukan penyesuaian
terhadap nama PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana ;

. bahwa untuk menambah jumlah penyertaan modal sebagaimana

yang dimaksud pada huruf a  dan penyesuaian nama
sebagaimana dimaksud huruf b perlu melakukan  perubahan
terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Penyertaan Modal Daerah dalam Pendirian Perseroan Terbatas
Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004
tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Pendirian  Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1814);

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
(Lembaran Negara Rl Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 2865);



10.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3790) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4844) ;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4756) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4022) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4855) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 ;



